

[bookmark: OLE_LINK2][image: IMG_256][image: ]

                                                                                       



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
DENGAN 
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAJINAN DAN BATIK

TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN PRODUK FURNITURE

NOMOR : ………………………………..
NOMOR : ……./BBSPJIKB/HK/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (08-10-2025), bertempat di Yogyakarta dan di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. R. Nurwulan Kusumawati., selaku Direktur PT. Chitose Internasional Tbk yang berkedudukan di Jalan Industri III No. 5 Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat 40533, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Chitose Internasional Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

II. Jonni Afrizon, SE, MM., selaku Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian, yang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 7 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Pengujian Furniture secara berkala setiap tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama menunjuk laboratorium pengujian Pihak Kedua untuk melakukan pengujian furniture, sesuai ruang lingkup dari Pihak Kedua yang meliputi SNI 8780:2019, SNI 7555:13:2020, SNI 8518:2018, SNI 8519:2018 dan SNI 8781:2019 (Barang Furniture)

PASAL 2
LANDASAN KERJASAMA

Landasan perjanjian ini dilaksanakan atas dasar hubungan yang saling membutuhkan, saling pengertian, dan saling menguntungkan di antara Para Pihak.

PASAL  3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman Para Pihak dalam melaksanakan pekerjaan jasa pelayanan teknis pengujian produk furniture serta hal-hal yang terkait dengan produk tersebut;
(2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menciptakan sinergi kerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara Para Pihak dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki Para Pihak secara profesional dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan atau mengakhiri dan mengubah isi Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian atau pengakhiran dan perubahan dimaksud;
(3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 5
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Pihak Pertama mempunyai hak dan tanggung jawab:
a. Memastikan contoh sesuai dengan kebutuhan pengujian dengan mengirimkan sebanyak 1 (satu) piece produksi kepada Pihak Kedua;
b. Menerima Lembar Hasil Uji (LHU) dari Pihak Kedua sebagai bukti penerimaan sampel;
c. Menerima hasil pengujian dari Pihak Kedua dalam bentuk Lembar Hasil Uji (LHU);
d. Pembayaran atas pengujian tersebut dilakukan dengan melalui e-billing yang akan dikeluarkan oleh pihak kedua.

(2) Pihak Kedua mempunyai hak dan tanggung jawab:
a. Menerima sampel dari Pihak Pertama dan setiap sampel yang dikirimkan telah sesuai dengan kebutuhan pengujian yang ditentukan oleh Pihak Kedua;
b. Memberikan Form atau Surat Tanda Terima Contoh/Sampel Uji kepada Pihak Pertama sebagai bukti penerimaan sampel;
c. Melakukan pengujian terhadap sampel produk yang telah diterima sesuai dengan persyaratan SNI 8780:2019, SNI 7555:13:2020, SNI 8518:2018, SNI 8519:2018 dan SNI 8781:2019 (Barang Furniture) dengan mempertimbangkan antrian dari Pihak Kedua;
d. Memberikan jaminan kepada Pihak Pertama bahwa kinerja jasa pengujian akan menerapkan keahlian, keseksamaan, dan kekonsistensian sesuai dengan standar SNI ISO/IEC17025:2017 (Sistem Manajemen Laboratorium) untuk prosedur pengujian yang berlaku pada saat pekerjaan dilakukan sehingga menjamin bahwa jasa pengujian dilaksanakan secara benar dan tepat untuk tujuan yang dimaksud dalam perjanjian ini serta dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan;
e. Menerima pengaduan/komplain dari Pihak Pertama sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua;
f. Mengeluarkan dan mengirimkan hasil pengujian dalam bentuk Lembar Hasil Uji (LHU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL  6
BIAYA PENGUJIAN DAN CARA PEMBAYARANNYA

(1) Seluruh biaya pengujian akan dibayarkan oleh Pihak Pertama berdasarkan           e-billing yang dikeluarkan oleh pihak kedua dalam bentuk mata uang Rupiah;
(2) Pihak Kedua wajib menyampaikan Lembar Hasil Uji (LHU) setelah kewajiban pembayaran Pihak Pertama telah dilaksanakan.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian yang berada di luar kemampuan Para Pihak seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, peledakan, sabotase, peperangan, embargo, pemberontakan, dan kebijakan pemerintah;
(2) Terhadap keadaan kahar tersebut, pihak yang mengalami keadaan kahar segera dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam memberitahukan kepada pihak lainnya yang tidak mengalami keadaan kahar, disertai surat keterangan dari aparat pemerintah setempat atau pihak kepolisian;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi dan Pihak Kedua harus menyelesaikan kewajibannya;
(4) Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami keadaan kahar tidak menjadi beban dan tanggung jawab pihak lainnya.





PASAL 8
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, serta perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk tidak terlibat dalam penyuapan, gratifikasi dan/atau benturan kepentingan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

	PIHAK KEDUA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KERAJINAN DAN BATIK




JONNI AFRIZON
	PIHAK PERTAMA
PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk






R. NURWULAN KUSUMAWATI


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap untuk Pihak Kedua.
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